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TRIBUN - Umknmnglm birokrasi investasi. peme-
rintah Indonesta telah mes izin gangguan usaha (HO)
E:I Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19
2017. Penghapusan Ini dinflai bisa menghilangkan pema-
ih daerah dar retribusi pengurusan kzin HO.
r 3 i
. N ® ko halaman11, |
. Besaran retribusi HO di- Sarjono mengatakan, terbit-
P Enlkor K-‘-’Mﬂﬂgﬂﬂ bebankan tergantung dari nya Permendagri nomor 19
[N keluasan dan lokasi usaha. Tahun 2017 tentang peng-
P emasukan I amn H 0 “Dengan tak ada tzin HO, hapusan fzin HO membuat
® Sambungan Hal1  kin! pengawasan usaha ha-  aturan dibawah atau turun-
nya mengandalkan izin ope-  annya menjadi tak berlaku ‘
Kepala Bidang Pelayanan rasional dan trn mendirikan  lagi. |
Perizinan, Dinas Penanam-  bangunan (IMB),” jelasnya. Permendagri tersebut te-
an Modal dan Perizinan Kota la menerangks untuk lah ditindaklanjuti dengan
Yogyakarta Sctivono me- wusaha perdagangan dan surat edaran dari Gubernur
ngatakan, pencabutan izin  toko moderen. diterapkan DIY dan surat keputusan |
gangguan atau HO tersebut  Izin Mendirikan Bangunan, Wall Kota Yogyakarta. “Na- |
dintlat menghilangkan pen-  Surat Izin Usapa Perdagang- mun sampal saat ini, belum |
dapatan Pemkot Yogyakarta an (SIUP) dan Izin Usaha ada perubahan pada Perda
scbesar Rp500 jula per la-  Toko Moderen (IUTM). Se- dan Perwalnya terkait {zin
hun. “Sejak Juli 2017 kami dang untuk hotel dan res- HO dan pengawasannya. I
sudah tak melayani pengu- toran, diterapkan IMB dan karenanya kita godok atur-
rusan kdn HO maupun per- Tanda Dafiar Usaha Pariwi- an baru melalui Perda” ujar
| panjangannya. Otomatis sata (TDUP). Kris [
{ Pemkot kehilangan potenst “Kalau pengurusan izin la menjelaskan. pemba-
| retribusi pengurusan lzin operasional tak dibeban- hasan aturan memungkin-
HO,” ujar Setiyono. kan retribusi. Sedang IMB  kan fungsi pengawasan HO
la menjelaskan, dalam tetap dikenai retribusi se- nantinya akan masuk dalam |
satu lahun, rata-rata pene-  suai aturan dalam Undang- lzin Mendirikan Bangunan
rimaan pengurusan irn HO  undang,” terangnya (IMBJ). Aturan baru ini men-
| ditarget sekitar RpS00 jula HO Masuk dalam IMB |adi pembenahan dan pe-
Penarikan retribusi pengu- SEMENTARA Pemkot Yog- nyederhanaan dalam skema
! rusan tzin HO diatur dalam yakarta tengah menggodok perizinan usaha. ',
Perda Kota dan Perwal aturan terkait dicabutmya tzin "Harapannya tak merepot- |
Selama ini, besaran retri- gangguan usaha (HO). Atur-  kan masyarakatl, meringan
busi HO paling kecil sebesar  an tersebul dibutuhikan un-  kan dalam proses perizinan |
Rp25.000 untuk usaha ke- tuk rasionaltsasi perizinan. usaha maupun pengawasan |
cil dan paling besar sekitar Kepala Bagian Organisa- usahanya kelak,™ jelas Kris
Rp 100,000 si Pemkot Yogvakarta. Kris (gil) i
— T SN
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